REPUBLIK INDONESIA

No.478, 2018 OMBUDSMAN. ORTA Asisten Ombudsman
Republik Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ASISTEN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di
Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia tidak
sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan
organisasi serta dalam rangka mengoptimalkan
pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman,
sehingga perlu dicabut dan diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Ombudsman tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang

Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain
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Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5128);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan,
dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik
Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6143);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 247);

Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
604), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Ombudsman Nomor 25 Tahun 2017
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ombudsman
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan

Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 440);

7. Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang
Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Ombudsman
Perwakilan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 135);

8. Peraturan Ombudsman Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Penentuan, Persyaratan, dan Pengembangan serta
Penetapan Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1371);

9. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian
Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1035);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA ASISTEN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang
mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara
serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
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pendapatan dan belanja daerah.

Pengampu adalah setiap Anggota Ombudsman yang
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman
pada  sektor dan/atau wilayah @ tertentu yang
pembagiannya ditetapkan melalui rapat pleno.

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah
perangkat  pemerintah  yang  ditugaskan  untuk
memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi
Ombudsman yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
Jenderal dan bertanggungjawab kepada Ombudsman
melalui Ketua Ombudsman.

Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten
adalah pegawai tetap Ombudsman yang diangkat oleh
Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat
anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman
dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia yang
selanjutnya keasistenan adalah kelompok Asisten sebagai
salah satu unsur pelaksana fungsi, tugas, dan wewenang
Ombudsman.

Kelompok Keasistenan Inisiatif Strategis adalah
kumpulan keasistenan yang melaksanakan fungsi dan
tugas di bidang pemeriksaan khusus, kajian, dan resolusi
dan monitoring.

Kelompok Keasistenan Pengendalian Mutu adalah
kumpulan keasistenan yang melaksanakan fungsi dan
tugas di bidang penerimaan dan verifikasi laporan,
manajemen pangkalan data dan informasi pengawasan
pelayanan publik, dan manajemen mutu.

Kelompok Keasistenan Substansi adalah kumpulan
keasistenan yang melaksanakan fungsi dan tugas di
bidang penyelesaian laporan pada tahapan pemeriksaan
dan pencegahan maladministrasi sesuai pembagian
sektor.

Kelompok Keasistenan Perwakilan adalah kumpulan
keasistenan yang melaksanakan fungsi dan tugas

Ombudsman sesuai wilayah kerja Perwakilan.
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Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang
selanjutnya  disebut Perwakilan adalah  kantor
Ombudsman di daerah  Provinsi atau daerah
Kabupaten/Kota yang mempunyai hubungan hierarkis

dengan Ombudsman.

BAB II
KEASISTENAN

Pasal 2
Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Keasistenan terdiri atas:
a. Kelompok Keasistenan Inisiatif Strategis;
b. Kelompok Keasistenan Pengendalian Mutu;
c. Kelompok Keasistenan Substansi; dan
d. Kelompok Keasistenan Perwakilan.
Kelompok Keasistenan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf c berkedudukan di
Ombudsman Pusat.
Kelompok Keasistenan Perwakilan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf d berkedudukan di setiap
Perwakilan di daerah.
Susunan Organisasi Asisten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesatu

Kelompok Keasistenan Inisiatif Strategis

Pasal 3
Kelompok Keasistenan Inisiatif Strategis mempunyai
fungsi pelaksanaan teknis atas tugas Ombudsman
sebagai berikut:
a. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang
lingkup kewenangan Ombudsman;
b. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri

terhadap dugaan maladministrasi dalam
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